PERANAN KUA DALAM MENGATASI PERCERAIAN
KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi atas kebijakan bersama antara Lurah, Camat dan KUA
Kecamatan, Jetis, Kota Yogyakarta Tahun 2009-2010)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :
HABIB ZAILANI
NIM. 07350064

PEMBIMBING:

1. Drs. SUPRIATNA, M. Si.
2. Drs. H. DAHWAN, M. Si.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011



ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski perkawinan memiliki tujuan yang
mulia namun ibarat kapal yang berlayar, suatu perkawinan dapat saja goyah sehingga
menimbulkan perselisthan bahkan dapat berujung pada terputusnya perkawinan
(perceraian). Di Indonesia, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan
salah satu alasan perceraian. Namun, perlu diketahui bahwa: Pada dasarnya yang menjadi
alasan perceraian adalah terjadinya syigaq (perselisian yang sudah tidak dapat didamaikan)
antara suami dan istri yang sebagian besar disebabkan oleh KDRT, sehingga dari situ perlu
mendatangkan pihak ketiga (juru damai) sebagai penengah (mediator) dan bertindak
sebagai pihak yang netral. Maka KUA Kecamatan Jetis bersama Camat dan Lurah
membentuk suatu kebijakan bersama dalam rangka menghindari perceraian yang semena-
mena di Kec. Jetis. Bentuk kebijakan bersama tersebut adalah mengharuskan bagi setiap
pasangan yang akan bercerai untuk melakukan mediasi/konseling terlebih dahulu di KUA.
Berdasar latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan suatu masalah yaitu
mengenai peranan KUA di kec. Jetis dalam mengatasi perceraian karena KDRT, serta
tinjauan hukum Islam terhadap peranan KUA sebagai hakam dalam mengatasi perceraian
karena KDRT.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, metode
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik
wawancara sebagai teknik utamanya, dan observasi serta dokumentasi sebagai teknik
pendukung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan juga
analisa deduktif. Lokasi penelitian bertempat di KUA Kec. Jetis, kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan KUA kec. Jetis
dalam mengatasi perceraian karena KDRT yaitu dengan cara mediasi terkait kebijakan
bersama Lurah, Camat dan KUA Kec. jetis yang didukung dengan Bimbingan Keluarga
Sakinah terkait KUA sebagai BP4. Upaya yang dilakukan KUA sebagai BP4 adalah dengan
memberi bimbingan pra-nikah, mengadakan seminar mengenai keluarga harmonis,
membentuk DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah). Secara kuantitatif peranan KUA
dalam mengatasi perceraian karena KDRT cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah
data percerian di KUA Kec. Jetis yang jumlahnya menurun setiap tahunnya. Namun, secara
kualitatif kurang efektif berdasar dari unsure-unsur peranan dan di sisi lain masih
banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi KUA sebagai mediator. Tinjauan hukum
Islam terhadap peranan KUA sebagai hakam diperbolehkan karena di sini peranan tersebut
bertujuan bukan untuk mempersulit proses perceraian melainkan untuk pemberdayaan para
pihak agar dapat menyelesaikan perkara dengan pikiran jernih.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman trasliterasi
dari SKB Menteri Agama Rl dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl no. 158 tahun 1987 dan

no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
@ Ba B Be
(] Ta T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
t Kha Kh ka dan ha
K} Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J zai yA Zet
o sin s Es
U syin Sy es dan ye
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ul sad S es (dengan titik di bawah)
ol dad D de (dengan titik di bawah)
b5 Ta T te (dengan titik di bawah)
B Za V4 zet (dengan titik di bawah)
i ‘ain oo i koma terbalik di atas

'& gain G Ge

o« fa F Ef

& gaf Q Ki

4 kaf K Ka

Jd lam L El

a mim M Em

) nun N En

9 wawu W We

2 ha H Ha

& hamzah ! Apostrof

] ya Y Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

u-’”’;‘.-“ Muta‘aqgidain

RS

‘lddah
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3. Ta'Marbdtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

-

b

EEREN

Hibah

Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

) ded

il 8l<

Ni‘matullah

Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
- Kasrah i I
. Dammah u u

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis a

dlals
b.

!
C.

Jahiliyyah

Fathah dan ya’ mati ditulis a

Yas‘a

Kasrah dan ya mati ditulis’i
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D Majid

d. Dammah dan wawu mati ditulis G

U Furad

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

es-‘-‘-' Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

djg Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

e:‘-m A’antum

5\3)5-5* u-\j La’in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

Q‘)ﬁ\ Al-Qur’an
owladll Al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

X1V



9.

10.

c\.«.d\ As-sama’

u—uﬂ\ Asy-syams

Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini
huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya
oas Al s Zawial-furid

daul) d-“‘ Ahl as-sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa.' Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral. Sakral bukan
karena hanya ia sebagai perintah agama, namun juga karena tujuannya yang
agung. Tujuan perkawinan, menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution adalah
untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan
ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi.
Dengan ungkapan lain, tujuan lain hanya sebagai pelengkap saja, yakni;
tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri,
dan tujuan ibadah.’

Meski perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah,
mawaddah, dan rahmah untuk selamanya, namun, ibarat kapal yang berlayar
di samudra luas, setiap saat ombak dan badai dahsyat akan menghantamnya.
Perselisihan dalam kehidupan rumah tangga adalah sesuatu yang biasa.
Namun terkadang, perselisihan tersebut bisa berujung pada terputusnya

perkawinan (perceraian).

'Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, Edisi revisi, 2005), hlm. 38.



Di Indonesia, tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi. Data
Mahkamah Agung menyebutkan, pada tahun 2007 Pengadilan Agama
memutus 157.771 kasus perceraian. 77.528 dari kasus tersebut disebabkan
oleh salah satu pihak meninggalkan kewajiban.3 Sedangkan di wilayah
Yogyakarta sendiri, setiap tahunnya perkara perceraian mengalami
peningkatan. Jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama
Yogyakarta selama Januari sampai dengan Juli tahun 2008 sebanyak 282
perkara, yang terdiri dari 93 perkara cerai talak dan 189 perkara cerai gugat.*
Kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta mencapai 415 kasus
selama Januari sampai dengan Agustus 2010, atau naik 26,8 persen dari 335
perkara pada periode sama 2009.” Dari data ini dapat disimpulkan bila setiap
tahunnya angka perceraian meningkat.

Salah satu alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian adalah
terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, atau yang biasa disebut
dengan KDRT. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) yang
dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

“Grafik Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2007,” http:// www. badilag.
net. akses 24 Januari 2011.

“Muhamad Isna Wahyu, “Kawin Hamil dan Perceraian,” http://www.badilag.net akses 24
Januari 2011.

>“Kasus Perceraian di Yogyakarta Naik,” http:// female. kompas.com, akses 24 Januari
2011.



kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan yang sering terjadi dalam ranah keluarga rata-rata berada di
wilayah domestik, mirisnya lagi yang menjadi korbannya adalah pihak wanita
(istri), walaupun ada juga korbannya dari pihak lelaki (suami) tetapi hanya
minoritas saja.’

Secara yuridis-formal, masalah KDRT telah dibuat Undang-
Undangnya, yakni UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut
segala perbuatan yang tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi
manusia, kesetaraan gender, diskriminasi dalam rumah tangga merupakan
perbuatan KDRT, bahkan secara tegas akan diberi sanksi pidana bagi pelaku,
dan setiap orang yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan dari
negara. Meski demikian, KDRT masih saja terjadi. Hal ini disebabkan oleh
anggapan masyarakat bahwa KDRT lebih merupakan aib bagi keluarga
sekaligus merupakan masalah pribadi, yang orang lain tidak pantas ikut
campur dan tidak untuk dipublikasikan.” Kasus KDRT rupanya sudah
menjamur dalam masyarakat, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan
yang signifikan. Data Komnas Perempuan tahun 2009 menunjukkan adanya
peningkatan 263% atau 143.536 kasus dibandingkan dengan tahun 2008 yang

hanya 54.425 kasus. Ritka Annisa juga mencatat tingginya kasus kekerasan

SFathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Istri, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm.
16.

"Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari
Kehidupan Rasulullah Saw, cet. ke-1 (Kerja sama. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan
Jender, Jakarta Selatan: Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan Jakarta: The Asia Foundation.
1999), him. 27.



terhadap perempuan di DIY hingga November tahun 2010 sebanyak 273
kasus yang didominasi KDRT.®

Data perceraian di atas menunjukkan angka yang cenderung naik
setiap tahunnya, baik itu perceraian karena KDRT maupun yang lain. Pada
realitanya kehidupan rumah tangga, memang tidak sepi dari adanya konflik
yang muncul karena perbedaan pendapat antara suami dan istri. Namun, yang
paling penting adalah mempertahankan keluarga tetap utuh bukan malah
mengambil jalan pintas yakni memutuskan perkawinan (cerai).

Dalam Islam, perselisihan rumah tangga diistilahkan dengan syigagq.

Istilah ini juga terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

A (38 g1 Walia) \gﬁoj@iwu&}&iwu&\#&u@*dmeﬁsob

) ma lade KA ) Legla

Menurut istilah fikih syigaq dapat diartikan dengan perselisihan suami
istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak
suami dan seorang hakam dari pihak istri.' Pemanggilan hakam tersebut
dimaksudkan agar suami tidak tergesa-gesa mengajukan talak, melainkan dua

orang hakam tersebut bertindak sebagai juru damai.

8K ekerasan Terus Naik,” http://Rifka-Annisa.or.id. akses 09 Februari 2011.
An-Nisa’ (4): 35.

"%Slamet Abidin dan H. Aminudin, Figih Munakahat I: Untuk Fakultas Syari’ah
Komponen MKDK, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), him.187.



Di Indonesia, istilah hakam atau juru damai lebih mengacu pada tokoh
masyarakat, tokoh Agama, LSM, LBH atau bahkan pada lembaga yang
dibentuk oleh pemerintah yang dianggap mampu memberikan jalan keluar
dalam mengatasi konflik rumah tangga. Pada tanggal 3 januari 1960
pemerintah mendirikan lembaga penasehatan perkawinan dan perceraian yang
lebih dikenal dengan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan).!' Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi nilai perkawinan,
mencegah perceraian semena-mena dan berusaha mewujudkan rumah tangga
bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam."

Sebelum berlakukanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), hal
ini membuat peran BP4 sangat sentral, struktur BP4 yang berjenjang sampai
ke desa terbukti mampu menekan perceraian. Begitu dalam rumah tangga
terjadi konflik pasangan langsung lapor kepada P3N (Pembantu Pencatat
Nikah) yang nota bene sebagai BP4 desa. BP4 desa merupakan tokoh agama
yang disegani dan merangkap sebagai modin pada saat itu. Jika tidak bisa
didamaikan di tingkat desa, modin membawanya ke BP4 kecamatan yang
bertempat di KUA setempat. Jika tetap tidak bisa didamaikan, baru di
hadapan penghulu dilaksanakan perceraian.

Sehubungan dengan keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan membuat perubahan tata cara perceraian, semula perceraian

15.

""BP4 Pusat, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), hlm.

21bid., hlm. 196.



dilakukan di KUA menjadi perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan
dicatatkan di KUA." Pada saat itu Pengadilan Agama masih berada dalam
satu payung dengan Departemen Agama. Kemudian pada tahun 2006
berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 Pengadilan Agama resmi berpisah dari
Departemen Agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung. Perubahan
ini membawa dampak terhadap struktur BP4 dan juga prosedur perceraian,
yakni: pertama, BP4 tidak lagi menjadi badan mediasi, kecuali pasangan PNS
dan pegawai BUMN. Pasangan yang hendak bercerai dapat langsung
mengajukan ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 desa atau kecamatan.
Kedua, tidak adanya kontrol yang tepat terhadap keinginan perceraian,
penceraian yang idealnya sebagai solusi, justru tidak jarang sebagai bentuk
baru terjadinya kekerasan terhadap pasangan. Ketiga, tidak ada singkronisasi
antara Pengadilan Agama dan KUA, pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan Pasal 39 memerintahkan perceraian dilaksanakan di
Pengadilan Agama dan pencatatan di KUA menimbulkan celah yang bisa
digunakan seseorang untuk hal-hal penyelewengan.

Melihat begitu mudahnya ruang gerak bagi seseorang untuk
memanipulasi dan menyalahgunakan perceraian, maka tidak heran jika data
perceraian di Indonesia selalu menunjukkan angka yang cenderung
meningkat setiap tahunnya termasuk juga di Kec. Jetis. Hal ini dapat dilihat
dari data perceraian yang masuk di KUA Kec. Jetis pada tahun 2006 yakni

terjadi 17 perceraian dan pada 2007 meningkat menjadi 22 perceraian,




penyebab perceraian tersebut adalah percekcokan, perselisihan, dan
melanggar taklik talak. Mengingat terjadinya peningkatan angka perceraian di
Kec. Jetis tersebut, maka pada bulan Juni tahun 2008 di Kec. Jetis kota
Yogyakarta dibentuk kebijakan bersama antara Lurah, Camat dan KUA yang
bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kec. Jetis. Bentuk kebijakan
bersama tersebut adalah mengharuskan bagi setiap pasangan yang akan
bercerai untuk melakukan mediasi/konseling terlebih dahulu di KUA sebelum
bermediasi di BP4 kabupaten. Jika pasangan tidak memiliki dua surat bukti
mediasi tersebut, maka Lurah maupun Camat tidak akan memberi surat
pengantar kepada Pengadilan Agama.

Secara peraturan tidak ada perintah mediasi di KUA, yang ada hanya
sebagai pencatatan perkawinan dan perceraian. Namun, justru dengan
kebijakan tersebut mampu menekan angka perceraian di kec. Jetis. terbukti
dari data perceraian yang terdaftar di KUA kec. Jetis. pada tahun 2008 terjadi
24 perceraian, kemudian tahun 2009 terjadi 21 perceraian. dan data terkhir
pada tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis, yakni terjadi 18
perceraian.'* Adapun yang melatarbelakangi percaraian di atas adalah faktor
KDRT, seperti: penelantaran rumah tangga, perselingkuhan, tidak harmonis
atau percekcokan, yang disebabkan oleh tingginya sifat emosional dalam
keluarga akibat dari tingkat ekonomi menengah ke bawah (kurangnya

kebutuhan keluarga).

"“Wawancara dengan bapak Ghufron Su’udi, S.Ag Penghulu KUA Kec. Jetis Yogyakarta,
tanggal 17 Januari 2011.



Keberhasilan KUA Kec. Jetis dalam menekan angka perceraian tidak
terlepas dari adanya kebijakan bersama antara Lurah, Camat, KUA Kec. Jetis
tersebut. Berdasarkan uraian di atas, mendorong penyusun mengadakan
upaya untuk mengkaji peranan KUA dalam mengatasi perceraian karena
KDRT dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait peranan KUA sebagai
hakam dalam mengatasi perceraian karena KDRT. Karena luasnya perkara
KDRT, maka skripsi ini dibatasi pada KDRT antara suami istri yang terjadi di

wilayah KUA Kec. Jetis, Kota Yogakarta tahun 2009-2010.

Pokok Masalah
Setelah memaparkan dan memahami latar belakang di atas, maka
muncul dua pokok masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan KUA Kec. Jetis dalam mengatasi perceraian karena
KDRT terkait Kebijakan Bersama antara Lurah, Camat dan KUA Kec.
Jetis kota yogyakarta?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peranan KUA sebagai
Hakam dalam Kebijakan Bersama antara Lurah, Camat dan KUA Kec.

Jetis kota Yogyakarta?

Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas,
maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan mediasi yang di terdapat di KUA terkait dengan

Kebijakan Bersama antara, Lurah, Camat, dan KUA Kec. Jetis.



b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap

peranan KUA sebagai hakam.
2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
khasanah perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan
pengembagan ilmu hukum keluarga pada khususnya yang berkaitan
dengan permasalahan KDRT.

b. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah, baik itu wilayah Kota
maupun Kecamantan dalam membentuk kebijakan terkait perceraian
kerana KDRT maupun yang lainnya.

c. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti
yang ingin memperdalam dan memperluas cakralawa keilmuan dalam

bidang perceraian karena KDRT maupun yang lainnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun dalam melakukan penelaahan terhadap
bahan-bahan perpustakaan dalam kajian tentang KDRT sudah banyak
karangan ataupun penelitian, namun sepanjang telaah penyusunan, belum ada
penelitian secara ilmiah yang secara khusus mengkaji “Peranan KUA dalam
mengatasi penceraian karena KDRT”.

Salah satu tulisan yang mengkaji tentang “Kekerasan dalam Rumah
Tangga sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum
Islam dan Hukum Positif)” yang ditulis oleh Nola Fitria, SEI. Memuat

tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kekerasan dalam
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rumah tangga sebagai alasan perceraian, dalam kesimpulan skripsi tersebut
menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, baik itu suami terhadap
istri ataupun sebaliknya merupakan perbuatan tercela. Selanjutnya Hukum
Islam dan Hukum Positif membolehkan seorang istri menuntut perceraian
apabila seorang istri menjadi korban kekerasan baik itu fisik, psikis, ekonomi
maupun seksual'®. Dalam skripsi ini tidak ditemukan peranan KUA dalam
mengatasi perceraian KDRT, tetapi lebih pada tinjauan hukum boleh tidaknya
bercerai karena KDRT.

Mengenai penelitian sebelumnya, sejauh pengetahuan penyusun dari
literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan tentang kekerasan
dalam rumah tangga. Pertama, penelitian Fathul Jannah, dilakukan di daerah
Sumatera Utara tepatnya di Medan yang berjudul tentang “Kekerasan
Terhadap Istri”, penelitian tersebut difokuskan pada istri-istri yang bekerja
pada sektor akademik baik itu sebagai Guru atau Dosen. Dalam
penyimpulannya bahwa. Pertama, kemandirian ekonomi istri ternyata tidak
mencegah suami untuk melakukan kekerasan domestik. Kedua, status sosial-
ekonomi istri semata tidak berdampak banyak terhadap berkurangnya kasus
kekerasan domestik, dengan demikian membuktikan bahwa kemampuan
tawar istri tidak meningkat secara signifikan dengan peran istri dalam sektor

domestik dan produktif, dibandingkan dengan suami yang tidak memiliki

"Nola Fitria, SEI “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Seorang Istri
Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2010).
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peran tambahan.'® Dalam buku ini tidak terdapat peranan suatu lembaga
seperti KUA dalam mengatasi kekerasan. Tetapi buku ini meneliti tentang
bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri yang sudah bekerja sebagai Dosen dan
Guru.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Paijin dengan judul “Sanksi terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan PN YK
No. Reg. 98/Pid B/2007)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang
pertanggungjawaban pidana KDRT menurut UU PKDRT dan Hukum Pidana
Islam, kemudian digunakan untuk menganalisis mengenai putusan Pengadilan
Negeri Yogyakarta No. Reg. 98/Pid B/2007 dengan kesimpulan bahwa:
Peneliti tidak sepakat dengan keputusan Hakim yang memutuskan kepada
terdakwa dengan hukuman pejara 6 (enam) bulan dari yang awal tuntutan
JPU 5 (lima) tahun, sesuai Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan alasan apabila
dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam hukuman tersebut belum mencapai
pencegahan secara khusus (special prevention).'” Skripsi ini meneliti putusan
hakim tentang sanksi bagi kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari
segi hukum pidana positif dan hukum Islam, dan bukan penelitian peranan

pada suatu lembaga KUA dalam mengatasi perceraian karena KDRT.

"Fathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Istri, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2003).

Paijin, “Sanksi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi
Putusan PN YK No. Reg. 98/Pid b/2007)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (Yogyakarta: 2008).
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Ketiga, skipsi yang disusun oleh Anis dengan judul “Islam dan
Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi
Pengalaman Rifka Annisa Women’s Crisis Center)”. Skripsi ini berhasil
mengkontruksikan adanya tindak kekerasan terhadap istri dalam perkawinan.
Tetapi karena yang dimaksud dalam skripsi ini sekedar untuk menunjukkan
telah ada tindak kekerasan terhadap istri dan konteks-konteks yang
melatarinya berdasarkan data-data dari Rifka Annisa WCC tersebut, hasil
penelitiannya lebih bersifat mengungkapakan fakta-fakta adanya
ketimpangan an sich. Tentang bagaimana kriteria dan pertanggung jawaban
pidananya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif belum secara genueni
dikaji."®

Berdasarkan uraian di atas, belum ditemukan karya ilmiah atau skripsi
yang mengarah pada peranan dan hukum dari peranan KUA sebagai tempat
mediasi dalam mengatasi perceraian karena KDRT. Apalagi yang menjadi

obyek penyusunan dalam skripsi ini di KUA Kec. Jetis.

E. Kerangka Teoretik
Dalam kehidupan berkeluarga, ketegangan maupun konflik
merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, pertengkaran, saling
mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tetapi
semua itu pada masa sekarang atau di era globalisasi ini dapat menjadi

bagian dari bentuk KDRT.

'8 Anis, “Islam Dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami istri Dalam Rumah Tangga
(Studi Pengalaman Rifka Annisa Women’s Crisis Center)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 1999).
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Kekerasan berasal dari kata violence. Pada dasarnya merupakan suatu
konsep yang makna dan isinya sangat bergantung pada masyarakat sendiri."”
Menurut Sigmund Freud, penyebab terjadinya kekerasan psikis dan adanya
pelaku kekerasan psikis hampir semua karena faktor sosial, misalnya masa
kanak-kanak yang buruk atau lingkungan yang jahat. Pemicunya adalah
perbuatan sosial yang amat cepat, meningkatnya ancaman dan longgarnya
hubungan sosial. Dalam masyarakat yang berubah cepat, jumlah penderita
phobia atau ketakutan tidak beralasan secara otomatis semakin meningkat.*’

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
KDRT Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.”!

Pada penelitian “Peranan KUA Dalam Mengatasi Perceraian Karena
KDRT” lebih memfokuskan pada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
(domestik violence) yang lebih dispesifikan lagi pada kekerasan antara suami
dan istri. Yang dimaksud dengan kekerasan psikis dalam Undang-undang No.

23 Tahun 2004 Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Fathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Istri, hlm. 11.

PCavil S. Hall, Sigmund Freud, Pengantar ke dalam ilmu Jiwa Sigmund Freud, alih
bahasa S. Tasrif, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1959), him. 86.

'Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (huruf b) adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kekerasan dan penelantaran, seringkali berdampak kurang lebih sama,
bahkan terjadi bersamaan. Jika kekerasan fisik nampak oleh mata, namun
kekerasan psikis tidak kasat oleh mata. Akan tetapi sejauh ini tampaknya
orang tidak menyadari atau tidak terlalu memperhatikan tentang kekerasan
psikis. Bentuk kekerasan psikis yang sering terjadi adalah bentuk caci-maki,
kata-kata kasar, ancaman (ancaman dicerai, dipukul, atau dibunuh),
pengabaian, penolakan, dan tuduhan.”> Pada umumnya para korban tidak mau
melaporkan kekerasan psikis atau emosional yang terjadi. Padahal setiap
terjadi kekerasan fisik maupun seksual, pasti terjadi kekerasan psikis dan
justru sering banyak terjadi dalam keseharian.

Dalam keluarga, KDRT menjadi salah satu momok yang mengerikan
dan dapat menjadikan rumah tangga tidak harmonis, maka kasus KDRT dapat
dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan alasan perceraian ialah:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah yang sah atau karena
hal lain di luar kemampuannya.

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangung.

21pid., Pasal 7.

BFathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Istri, hlm. 35.
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d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.24

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan perceraian karena salah
satu pihak berbuat kekerasan disebutkan dalam Pasal 116 huruf (d, f, g dan h)

sebagai berikut:

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik-talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menjadikan ketidak rukunan dalam
rumah tangga.*

Selain itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 5
menyebutkan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-

masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”

Perceraian dari segi hukum agama maupun hukum positif memang
diperbolehkan, tetapi bukan berarti perceraian dapat dilakukan semena-mena.
Pada realitanya perselisihan dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi,

bahkan dapat sampai pada konflik yang terus memuncak hingga pada kondisi

**Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

»Pasal 116 Huruf (d, f, g dan h), Kompilasi Hukum Islam.

1bid., Pasal 77 Ayat (5).
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syigag dan dikhawatirkan berujung pada perceraian. Pada kondisi tersebut
diperlukan adanya campur tangan pihak lain untuk membantu menyelesaikan

konflik agar tidak terjadi perceraian.

Dalam perkara perceraian, mendamaikan atau menyelesaikan konflik
antara para pihak merupakan suatu kewajiban yang bersifat imperatif, yakni
sebagai beban yang diwajibkan oleh hukum kepada hakam, oleh karena itu
upaya perdamaian harus dilakukan secara optimal. Subyek yang menjadi
pelaku maupun penengah dalam perdamaian perceraian dijelaskan dalam

firman Allah yang berbunyi:

;mgéﬁumg\%ﬁojwiw@,miwu&\@u@@m#w

271 A Lale IS A o) Legi

Dalam ayat ini menjelaskan perintah agar mendatangkan pihak ketiga
(juru damai) di antara pihak yang berperkara. Pada kalimat («Ss ) si=i8) pada
ayat di atas menunjukkan hakam itu sebagai wakil yang berlaku sebagai
penengah atau dalam dewasa ini disebut sebagai mediator dan bertindak

sebagai pihak yang netral.

Dalam menentukan seorang yang dapat diangkat menjadi hakam
terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa hakam harus dari
pihak keluarga yang berperkara dan ada yang menyatakan bahwa hakam tidak

harus dari pihak keluarga yang berperkara. Muhammad Saifullah mangatakan

2T An-Nisa’ (4): 35.
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bahwa hakam dari pihak keluarga bukan merupakan syarat untuk menjadi
hakam. Karena tujuan pokok diadakannya hakam adalah untuk mencari solusi
atau jalan tangah dalam suatu perkara khususnya perkara syigag atau
perceraian.28 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang
yang berhak menjadi hakam adalah bukan harus dari pihak keluarga
pasangan, tapi seorang yang mampu menjadi penengah, yang netral, dan

bertujuan untuk mendamaikan.

Berkaitan dengan hakam, KUA sebagai lembaga unit kerja terdepan
Kementrian Agama dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang Agama
Islam khususnya dalam perkawinan, maka tidak salah jika KUA
memposisikan diri sebagai hakam dalam mandamaikan keluarga yang sedang
syigaq atau akan bercerai. Dari segi peraturan memang tidak ada larangan

bagi KUA sebagai hakam, baik itu UU maupun Perda.

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang diurakan di

muka, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research), yaitu penelitian yang berusaha mencari data

secara langsung untuk mengetahui secara jelas program dan peran dari

®Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm, 13.
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KUA Kec. Jetis dalam fenomena kekerasan dalam rumah tangga.
penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca,
menelaah, atau memeriksa bahan-bahan keperpustakaan yang terdapat di
suatu perpustakaan.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu
penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data,
kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.”’ Dalam penelitian
ini penyusun memaparkan dan menjelaskan upaya yang dilakukan KUA
Kec. Jetis dalam mengatasi perceraian karena KDRT, kemudian
menganalisis peranan KUA Kec. Jetis dalam perceraian karena KDRT.

3. Tempat dan Waktu
Tempat penelitian yang dilakukan adalah di KUA Kec. Jetis, Kota
Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2011 sampai 31 Agustus 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara

mendalam (in depth interview).”’ Wawancara yang dilakukan dengan
sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Wawancara

merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara

PRianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 128.

Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 114.
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lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun pertanyaan diajukan
kepada Lurah, Camat, Kepala KUA dan Penghulu KUA Kec. Jetis
yang terkait dengan permasalahan.

b. Observasi, Penulis secara langsung melakukan pengamatan ke lokasi
untuk mendapat data dari informan terkait serta informan lain yang ada
kaitannya langsung dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait
dengan hal yang diteliti.’' Di antara dokumen yang akan dikumpulkan
antara lain, data perceraian, data mediasi dan data program-program
kerja yang ada di KUA Kec. Jetis terkait peranan KUA dalam
mengatasi perceraian karena KDRT.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti
dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an, Hadis, serta
pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti
dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yang yang berkaitan dengan masalah
kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di antaranya adalah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-

*'Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, hlm. 61.
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Undang No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga.
6. Analisis Data
Dalam menganalisis data guna memperoleh kesimpulan yang valid
penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan metode induktif, yaitu
cara berfikir yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus
dan memiliki kesamaan, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah
kesimpulan yang bersifat umum.”> Metode ini digunakan untuk
menganalisa peranan KUA dalam mengatasi perceraian karena KDRT

yang dilihat dengan unsur-unsur peranan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjabarkan tema studi ini agar dapat mengantarkan pada
pemahaman dan gambaran yang mudah, maka penyusun menggunakan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang merupakan inti atau gambaran
awal sampai akhir dari keseluruhan isi skripsi. Bab ini terdiri dari sub bab
yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum tentang kekerasan dalam rumah

tangga perceraian dan hakam sebagai landasan teori yang akan dijadikan

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
1998), hlm. 36.
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rujukan penulis dalam penelitian ini. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab.
Sub bab pertama membicarakan tentang Pengertiaan kekerasan dalam rumah
tangga, faktor pendorong kekerasan dalam rumah tangga, jenis dan bentuk
kekerasan dalam rumah tangga. Sub bab kedua membicarakan tentang
pengertian perceraian dan dasar hukumnya, macam-macam perceraian,
perceraian karena KDRT. Sub bab ketiga konsep hakam sebagai mediator
dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi gambaran umum KUA Jetis dan upaya KUA Jetis
Yogyakarta dalam mengatasi perceraian karena KDRT, sebagai metode yang
akan dijadikan obyek dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari dua sub
bab. Pertama, gambaran umum yang membicarakan letak geografis, struktur
organisasi, tugas dan wawenang. Kedua membicarakan tetang Program-
Program yang ada di KUA, Prosedur dan Kendala yang dihadapi KUA Kec.
Jetis, Peranan KUA Kec. Jetis dalam mengatasi perceraian karena KDRT.

Bab keempat adalah analisis yang merupakan pendapat dari penulis
sendiri, dalam bab ini penulis menganalisis peranan KUA Kecamatan Jetis
dalam mengatasi perceraian karena KDRT terkait kebijakan bersama antara
Lurah, Camat dan KUA Kecamatan Jetis kota Yogyakarta dan bagaimana
tinjauan Hukum Islam terhadap peran KUA sebagai hakam.

Bab kelima adalah bagian akhir dari penelitian ini yang berisi
kesimpulan, saran-saran dan dilengkapi daftar kepustakaan serta lampiran-

lampiran.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya maka
penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

1. Peranan KUA kec. Jetis dalam mengatasi perceraian karena KDRT dapat
dilihat berdasarkan program kerja yang ada dan unsur-unsur dalam
peranan.

a. Berdasarkan program kerja untuk mengatasi perceraian karena KDRT
di Kec. Jetis, maka KUA membuat dua program kerja, yaitu: Pertama,
mediasi. Terkait kebijakan bersama antara Lurah, Camat, dan KUA
Kec. Jetis, dengan mengharuskan pasangan yang akan cerai untuk
melakukan mediasi di KUA. Hal tersebut bukan bermaksud
mempersulit terjadinya perceraian, melainkan mengulur waktu supaya
tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan perceraian dan
memperbanyak penasehatan supaya pasangan dapat berfikir jernih
dalam menceraikan. Selain itu, memberikan layanan konseling bagi
keluarga yang dijerat masalah. Kedua, bimbingan keluarga sakinah.
Terkait KUA sebagai BP4, upaya yang dilakukan adalah memberi
bimbingan pra-nikah, mengadakan seminar mengenai keluarga
harmonis, dan membentuk DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah).

b. Berdasarkan unsur-unsur peranan dalam rangka menekan angka

perceraian karena KDRT di Kec. Jetis, pihak KUA belum
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melaksanakan peranan dan tugasnya dengan efektif. Hal ini dapat
dilihat dari unsur-unsur peranan, yaitu: Pertama, unsur manusia. SDM
yang terdapat di KUA tidak memiliki ski// dan sertifikat mediator.
Kedua, unsur fisik yang berupa gedung KUA yang digunakan sebagai
tempat pelayanan, namun belum memiliki tata ruang yang layak.
Ketiga, unsur alat.  Sarana yang belum lengkap, mulai dari
transportasi, almari penyimpanan arsip yang layak, dan lainnya.
Keempat, unsur biaya. Secara pembiayaan KUA sudah ditanggung
oleh pemerintah pusat, mulai dari kebutuhan listrik, dan pembiayaan
kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ke/ima, unsur pelayanan. Dalam
hal ini sudah dapat dibilang baik dan rapi secara pelayanan
administrasi, namun kurang lengkapnya fasilitas yang ada menjadi
penghambat administrasi.
Tinjauan hukum Islam terhadap peranan KUA sebagai hakam
diperbolehkan, karena di sini peranan tersebut bukan bertujuan
mempersulit melainkan mediasi di KUA kec. Jetis, dilaksanakan untuk
pemberdayaan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara dengan
pikiran jernih, hal tersebut sesuai dengan kehendak win-win solution dan

itikad yang baik, serta berperan langsung dalam upaya perdamaian.

B. Saran-Saran

1.

Peranan KUA dalam mengatasi perceraian karena KDRT sangatlah besar,
dan juga dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir perceraian.

Maka diharapkan KUA dapat menjalin bekerja sama dengan pemerintah



111

setempat, korban, keluarga dan masyarakat, dalam memberantas tindak
KDRT dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai
patner dalam memberikan pelayanan sebagai konsultasi dan acara-acara
sosial keagamaan harus disikapi dengan baik pula, sehingga dapat menjadi
suatu motivasi bagi keberhasilan kinerja KUA.

Pemerintah perlu melakukan usaha peningkatan kesadaran masyarakat
tentang efek perceraian dan urgensitas mediasi, melalui sosialisai maupun
seminar. Hal ini dapat memudahkan peran mediasi di tingkat KUA, BP4,
PA (Pengadilan Agama).

Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat
khususnya dalam bidang keagamaan yang sangat sentral. Oleh karena itu,
pemerintah harusnya dapat memenuhi kekurangan dari KUA, sebagaimana
dalam skripsi ini banyak kekurangannya jika dilihat dari unsur-unsur
KUA, maka dari itu pemerintah wajib mengusahakan suatu kebutuhan
yang sangat penting di KUA seperti almari arsip. Hal ini penting karena
arsip di KUA merupakan arsip negara terkait dengan kebenaran pasangan

dalam perkawinan.
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